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Abstract 

 
The development of e-commerce transactions in Indonesia has provided significant 

convenience for people in conducting online buying and selling activities. However, on the 

other hand, various problems have emerged, one of which is the loss of goods during the 

delivery process, even when the goods have been insured. This study aims to analyze the forms 

of legal protection for consumers, the responsibilities of the parties involved, and the legal 
remedies that can be pursued in the event of an insurance claim rejection. The research method 

used is normative juridical legal research, employing both statutory and case approaches. The 
results of the study indicate that consumer legal protection is regulated under Law Number 8 of 

1999 on Consumer Protection, which obliges business actors to provide compensation for 

losses suffered by consumers. In addition, provisions in the Indonesian Civil Code and 
Insurance Law also regulate the responsibility of insurance companies in fulfilling claims. 

However, in practice, claim rejections that disadvantage consumers still frequently occur. 
Therefore, consumers may pursue dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement 

Agency or through litigation in court. 

 

Keywords: Consumer Protection, E-Commerce, Insurance, Loss of Goods, Legal Liability 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 


 Alamat korespondensi:  

Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia 
eunikeyannie2903@gmail.com 



121 Hendrowati Analisis Perlindungan Hukum, 120-126 

Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. X, No. 1, Juni 2026  
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 

http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris 
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi 

dalam kegiatan perdagangan, salah satunya melalui sistem perdagangan elektronik (e-commerce). E-

commerce memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tanpa 

dibatasi ruang dan waktu. Di Indonesia, pertumbuhan e-commerce menunjukkan tren yang signifikan 

seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital dalam kehidupan 

sehari-hari. Kondisi ini menjadikan e-commerce sebagai salah satu sektor ekonomi yang berkembang 

pesat dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional (Badan Pusat Statistik, 2022). 

Namun demikian, di balik kemudahan yang ditawarkan, transaksi e-commerce juga 

menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kehilangan barang dalam proses 

pengiriman, meskipun barang tersebut telah diasuransikan. Kehilangan barang ini tidak hanya 

menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum 

terkait dengan tanggung jawab para pihak yang terlibat, baik pelaku usaha (marketplace), jasa 

pengiriman, maupun perusahaan asuransi (UU No. 8 Tahun 1999). 

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi 
e-commerce pada dasarnya merupakan hubungan perikatan yang lahir dari perjanjian. Oleh karena itu, 

apabila terjadi kehilangan barang, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi 

maupun perbuatan melawan hukum, tergantung pada kondisi dan fakta yang terjadi (Subekti, 2005). 

Selain itu, adanya perjanjian asuransi dalam pengiriman barang seharusnya memberikan jaminan 

perlindungan bagi konsumen atas risiko kehilangan. Namun dalam praktiknya, tidak jarang klaim 

asuransi yang diajukan oleh konsumen justru ditolak dengan berbagai alasan, seperti tidak 

terpenuhinya syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi (UU No. 40 Tahun 

2014). 

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia secara normatif telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak 

kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan 

barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian. Selain itu, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai tanggung jawab hukum melalui 

ketentuan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sementara itu, pengaturan mengenai asuransi 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur 

kewajiban perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim sesuai dengan perjanjian (Miru & Yodo, 

2011). 

Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur perlindungan 

konsumen, dalam praktiknya masih sering ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum 

dengan pelaksanaannya. Banyak konsumen yang mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya, 

terutama dalam hal pengajuan klaim asuransi atas kehilangan barang dalam transaksi e-commerce. 

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das sein (apa 

yang terjadi di lapangan), yang menjadi urgensi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini 

(Marzuki, 2016).  

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis 

secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang dalam 

transaksi e-commerce yang diasuransikan di Indonesia, serta untuk mengkaji tanggung jawab para 

pihak dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam memperoleh haknya. 

 

II. METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, 

doktrin, serta hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma hukum yang 

mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, khususnya terkait kehilangan barang 

yang diasuransikan. Penelitian normatif berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku 

serta penerapannya dalam praktik (Hutajulu et al., 2025). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan 
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dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk 

menganalisis fenomena kehilangan barang dalam transaksi e-commerce dan penolakan klaim asuransi 

yang terjadi dalam praktik (Ramadhan, 2025). 

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan 

konsumen dan asuransi. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terbaru (5 tahun 

terakhir) yang relevan dengan topik penelitian. 

3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk mendukung pemahaman 

konsep hokum (Safitri, 2024). 

4. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), 

yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur dari jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi 

yang dapat diakses secara daring. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan jurnal-jurnal 

terbaru yang membahas perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dan jasa 
pengiriman barang untuk memperkuat analisis (Prayogo, 2024). 

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan 

menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. 

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) dengan 

praktik yang terjadi di lapangan (das sein), khususnya terkait tanggung jawab pelaku usaha, jasa 

pengiriman, dan perusahaan asuransi dalam kasus kehilangan barang dalam transaksi e-commerce 

(Prasetyo, 2025). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Perlindungan Hukum Konsumen atas Kehilangan Barang dalam Transaksi E-Commerce 

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya dalam Pasal 4 dan Pasal 19 yang memberikan hak 

kepada konsumen untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Pasal 4 UUPK 

menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan/atau jasa, sedangkan Pasal 19 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk 

memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks kehilangan barang dalam transaksi e-commerce, 

ketentuan ini secara tegas memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut haknya, 

termasuk dalam hal barang tidak sampai atau hilang dalam proses pengiriman. 

Selain itu, perkembangan transaksi e-commerce yang semakin pesat telah memperluas 

hubungan hukum antara para pihak, sehingga tidak hanya melibatkan konsumen dan pelaku usaha, 

tetapi juga pihak ketiga seperti penyedia platform marketplace dan jasa pengiriman. Kompleksitas 

hubungan hukum ini seharusnya diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai agar 

konsumen tidak dirugikan. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan 

secara optimal. Hal ini terlihat dari masih sering terjadinya kasus kehilangan barang yang tidak diikuti 

dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada konsumen. 

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak optimalnya perlindungan hukum tersebut 

adalah adanya penggunaan klausula baku dalam perjanjian elektronik. Klausula baku ini umumnya 

disusun secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyedia jasa pengiriman tanpa memberikan ruang 

negosiasi kepada konsumen. Dalam banyak kasus, klausula tersebut justru membatasi atau bahkan 

mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga merugikan konsumen. Misalnya, terdapat 

ketentuan yang membatasi jumlah ganti rugi atau mensyaratkan prosedur klaim yang rumit dan 

berbelit-belit. 

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha 

dalam transaksi e-commerce. Konsumen berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki 

kekuatan untuk menolak atau mengubah isi perjanjian, sementara pelaku usaha memiliki posisi 

dominan dalam menentukan syarat dan ketentuan transaksi. Akibatnya, meskipun secara normatif 

perlindungan hukum telah tersedia, dalam praktiknya konsumen tetap menghadapi berbagai kendala 

dalam memperoleh haknya. 
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Lebih lanjut, kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya serta rendahnya literasi 

hukum masyarakat juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Banyak konsumen yang 

tidak mengetahui mekanisme pengajuan klaim atau upaya hukum yang dapat ditempuh ketika 

mengalami kerugian. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan belum dapat diimplementasikan secara efektif. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan konsumen 

dalam transaksi e-commerce telah tersedia, namun masih terdapat kesenjangan antara ketentuan 

hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih 

komprehensif, baik dari aspek regulasi, pengawasan, maupun peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat, guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa konsumen sering mengalami 

kesulitan dalam mengajukan klaim akibat prosedur yang kompleks serta kurangnya transparansi dari 

pihak jasa pengiriman (Prasetyo, 2025). 

 

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Jasa Pengiriman, dan Perusahaan Asuransi 

Dalam transaksi e-commerce, tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada beberapa pihak, 

yaitu pelaku usaha (penjual atau marketplace), jasa pengiriman, dan perusahaan asuransi. Masing-

masing pihak memiliki peran dan kewajiban yang berbeda dalam rangka menjamin terpenuhinya hak 

konsumen. Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat timbul akibat wanprestasi 

maupun perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, sedangkan perbuatan melawan hukum terjadi apabila suatu 

tindakan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Prasetyo, 2025). Dalam 

konteks transaksi e-commerce, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai 

dengan kesepakatan, sementara jasa pengiriman bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan 

barang selama proses distribusi. Adapun perusahaan asuransi berkewajiban memberikan ganti rugi 

atas risiko yang dijamin dalam perjanjian asuransi. Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi 

ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antar pihak tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian 

hukum bagi konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus kehilangan barang, 

pelaku usaha cenderung mengalihkan tanggung jawab kepada jasa pengiriman, sementara jasa 

pengiriman sering kali membatasi tanggung jawabnya melalui klausula baku yang tercantum dalam 

syarat dan ketentuan layanan. Di sisi lain, perusahaan asuransi juga tidak selalu memberikan 

perlindungan yang optimal, karena sering kali terdapat ketentuan pengecualian dalam polis asuransi 

yang tidak dipahami oleh konsumen. Akibatnya, konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan 

karena harus menghadapi kompleksitas hubungan hukum antar pihak tanpa adanya kepastian 

mengenai pihak yang bertanggung jawab. 

Selain itu, penolakan klaim asuransi juga menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam 

praktik. Penolakan tersebut umumnya didasarkan pada alasan administratif, seperti tidak terpenuhinya 

syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian, kesalahan dalam pengisian data, atau keterlambatan 

dalam pengajuan klaim. Meskipun alasan-alasan tersebut secara formal dapat dibenarkan, namun 

dalam banyak kasus justru digunakan sebagai dasar untuk menghindari kewajiban pembayaran klaim. 

Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pelaku usaha dan perusahaan asuransi untuk lebih 

mengutamakan kepentingannya dibandingkan dengan perlindungan terhadap konsumen. 

Lebih lanjut, kondisi ini diperparah oleh kurangnya transparansi informasi serta minimnya 

pemahaman konsumen terhadap isi perjanjian, baik perjanjian jual beli maupun perjanjian asuransi. 

Konsumen pada umumnya tidak membaca secara rinci syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga 

tidak mengetahui hak dan kewajibannya secara penuh. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, konsumen 

berada pada posisi yang lemah dan sulit untuk memperjuangkan haknya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam tanggung jawab 

hukum pada transaksi e-commerce tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada aspek 

implementasi dan pembagian tanggung jawab antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan 

pengaturan serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari masing-masing pihak agar 

perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terwujud secara efektif. 
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C. Analisis Penolakan Klaim Asuransi 

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mewajibkan perusahaan asuransi 

untuk memenuhi klaim sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara penanggung dan 

tertanggung. Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan bahwa perusahaan asuransi memiliki 

kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi risiko yang dijamin dalam polis 

asuransi. Dengan demikian, dalam konteks pengiriman barang pada transaksi e-commerce, 

keberadaan asuransi seharusnya memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen terhadap risiko 

kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman. 

Namun dalam praktiknya, perusahaan asuransi sering menggunakan klausula pengecualian 

(exclusion clause) sebagai dasar untuk menolak klaim yang diajukan oleh konsumen. Klausula 

pengecualian ini biasanya tercantum dalam polis asuransi dan berisi ketentuan mengenai kondisi atau 

keadaan tertentu yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Permasalahannya, klausula tersebut 

sering kali disusun secara sepihak oleh perusahaan asuransi dan tidak dijelaskan secara transparan 

kepada konsumen, sehingga menimbulkan ketidakpahaman terhadap ruang lingkup perlindungan 

yang sebenarnya diberikan. 
Selain itu, penolakan klaim juga kerap didasarkan pada alasan administratif, seperti tidak 

terpenuhinya persyaratan dokumen, ketidaksesuaian data, atau keterlambatan dalam pengajuan klaim. 

Meskipun secara formal alasan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan isi perjanjian, namun dalam 

praktiknya sering kali digunakan sebagai celah untuk menghindari kewajiban pembayaran klaim. 

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara perusahaan asuransi dan 

konsumen, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah karena kurang memahami ketentuan 

polis secara menyeluruh. 

Lebih lanjut, minimnya transparansi informasi dan kurangnya edukasi kepada konsumen 

mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi turut memperparah permasalahan ini. Banyak 

konsumen yang tidak membaca atau tidak memahami isi polis asuransi secara detail sebelum 

menyetujuinya, sehingga tidak mengetahui adanya klausula pengecualian yang berpotensi merugikan. 

Akibatnya, ketika terjadi sengketa, konsumen tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuntut haknya. 

Dengan demikian, meskipun secara normatif peraturan perundang-undangan telah memberikan 

jaminan perlindungan bagi konsumen, dalam praktiknya pelaksanaan kewajiban perusahaan asuransi 

masih belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku 

dengan implementasinya di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan transparansi, pengawasan, 

serta perlindungan yang lebih tegas terhadap konsumen dalam perjanjian asuransi. 

Kurangnya pemahaman konsumen terhadap isi polis asuransi juga menjadi faktor utama dalam 

penolakan klaim. Hal ini menyebabkan posisi konsumen semakin lemah dalam menghadapi sengketa 

dengan perusahaan asuransi (Safitri, 2024).  

Selain itu, mekanisme klaim yang rumit dan kurangnya edukasi kepada konsumen menjadi 

hambatan utama dalam memperoleh ganti rugi (Prasetyo, 2025). 

 

D. Upaya Hukum Konsumen 

Konsumen yang dirugikan akibat kehilangan barang dalam transaksi e-commerce yang 

diasuransikan pada dasarnya memiliki berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk 

memperoleh haknya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dibentuk untuk 

memberikan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Selain itu, 

konsumen juga dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan apabila penyelesaian secara non-

litigasi tidak mencapai kesepakatan. 

Dalam perspektif hukum perdata, konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan 

wanprestasi apabila pihak pelaku usaha, jasa pengiriman, atau perusahaan asuransi tidak memenuhi 

kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Selain itu, konsumen juga dapat menggunakan dasar 

perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan 

kerugian. Dengan demikian, secara normatif terdapat berbagai instrumen hukum yang dapat 

digunakan oleh konsumen untuk memperjuangkan haknya. 
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Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas upaya hukum tersebut masih menghadapi 

berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, yang 

menyebabkan banyak konsumen tidak mengetahui hak-haknya maupun mekanisme penyelesaian 

sengketa yang tersedia. Konsumen sering kali tidak memahami prosedur pengajuan klaim, tata cara 

mengajukan gugatan, maupun lembaga mana yang berwenang menangani sengketa yang dialaminya. 

Akibatnya, banyak kasus kerugian yang tidak ditindaklanjuti secara hukum dan berakhir tanpa 

penyelesaian yang adil. 

Selain itu, faktor lain yang menjadi hambatan adalah persepsi bahwa proses penyelesaian 

sengketa, khususnya melalui jalur litigasi, memerlukan biaya yang tinggi, waktu yang lama, serta 

prosedur yang rumit. Hal ini membuat konsumen enggan untuk menempuh jalur hukum, terutama 

apabila nilai kerugian yang dialami relatif kecil. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha 

atau pihak terkait lainnya untuk menghindari tanggung jawab, karena kecilnya kemungkinan 

konsumen akan membawa perkara tersebut ke ranah hukum. 

Di sisi lain, meskipun BPSK telah tersedia sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih 

sederhana, pemanfaatannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi 
mengenai keberadaan dan fungsi BPSK, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga 

tersebut di beberapa daerah. Selain itu, putusan BPSK yang masih dapat diajukan keberatan ke 

pengadilan juga sering kali mengurangi efektivitasnya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang 

cepat dan final. 

Lebih lanjut, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen juga menjadi 

faktor yang memperburuk kondisi ini. Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur 

kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen, implementasinya di lapangan masih belum maksimal. Hal 

ini menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan konsumen tidak hanya terletak pada ketersediaan 

aturan hukum, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang tersedia bagi konsumen 

sebenarnya cukup beragam dan memadai secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif dalam 

praktik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum masyarakat, penyederhanaan prosedur 

penyelesaian sengketa, serta penguatan peran lembaga perlindungan konsumen agar hak-hak 

konsumen dapat terlindungi secara optimal.  

  

IV.  KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap 

konsumen atas kehilangan barang dalam transaksi e-commerce yang diasuransikan pada dasarnya 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2014. Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi konsumen untuk 

memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian, termasuk dalam hal kehilangan barang selama 

proses pengiriman. 

Namun, penerapan perlindungan hukum tersebut dalam praktik masih belum berjalan secara 

efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku 

usaha, penggunaan klausula baku yang membatasi tanggung jawab, serta kurangnya transparansi 

dalam penyampaian informasi kepada konsumen. Kondisi ini menyebabkan konsumen tetap berada 

pada posisi yang lemah meskipun secara normatif telah dilindungi oleh hukum. 

Tanggung jawab hukum dalam transaksi e-commerce melibatkan beberapa pihak, yaitu pelaku 

usaha, jasa pengiriman, dan perusahaan asuransi. Meskipun masing-masing pihak memiliki kewajiban 

yang jelas secara yuridis, dalam praktiknya sering terjadi ketidakjelasan pembagian tanggung jawab. 

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan konsumen menjadi pihak yang paling 

dirugikan, terutama dalam kasus kehilangan barang. 

Permasalahan juga semakin kompleks dengan adanya penolakan klaim asuransi yang sering 

didasarkan pada klausula pengecualian maupun alasan administratif. Praktik tersebut menunjukkan 

bahwa keberadaan asuransi belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif bagi 

konsumen. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap isi polis asuransi turut memperlemah posisi 

konsumen dalam memperjuangkan haknya. 

Di sisi lain, meskipun terdapat berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh, baik melalui jalur 

non-litigasi maupun litigasi, efektivitasnya masih terbatas. Rendahnya literasi hukum masyarakat, 
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kompleksitas prosedur, serta persepsi biaya dan waktu yang tinggi menjadi hambatan utama dalam 

penegakan hak konsumen. 

Secara keseluruhan, permasalahan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce tidak 

hanya terletak pada aspek pengaturan hukum, tetapi juga pada aspek implementasi dan penegakan 

hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan transparansi dari 

pelaku usaha dan perusahaan asuransi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar 

perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terwujud secara lebih efektif dan memberikan 

kepastian hukum yang adil. 
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